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One of the most important issues to emerge since the period of
Parliamentary Democracy has been the growth of a substantial number of
client businessmen, The growth has been promoted primarily by clientalism,
political patronage of the bureaucracy, and also by the dominant role of the
State in economic development. Methods employed to avercome the nega-
tive impacts of client-businessmen could be to make the bureaucracy clean
and effective, and to develop enterpreneurship in the society and political

democratization.

Salah satu isu politik ekonomi yang
penting dalam melihat fenomena hubungan
penguasa-pengusaha di Indonesia adalah
munculnyafencmenapengusahaklien (cli-
ent-businessmen), yaitu pengusaha-peng-
usaha swasta pribumi yang beroperasi di
bawah dukungan dan proteksi berbagai

jaringan kekuasaan pemerintah. Mereka

memiliki patron dalam kelompok ke-
kuasaan politik dan birokrasi dan sangat
tergantung pada konsesi dan monopoli
yang diberikan pemerintah. Oleh kare-
nanya, pengusaha semacam ini sangal ter-
gantung pada birokrasi. Fenomena initelah
muncul sejak era demokrasi parlementer
{(1950- 1960), periode demokrasi terpimpin
(1959-1965) dan masih dijumpai pada era
Orde Baru saat ini {Muhaimin, 1990: 265),

Pembicaraan mengenai pengusaha
klien ini penting karena tipe pengusaha
seperti ini dapat dikatakan “selalu muncul”
dalam sejarah politik ekonomi Indonesia

pascakolonial. Selain itu, karena keter-
gantungan politik yang besar, dan faktor
sosio-kultural, pengusaha semacam ini
Jjugaagak sulitberkembang menjadi penig-
usaha mandiri yang memiiiki jiwa kewi-
raswastaan. Padahal, sifat semacam inilah
yang —saya yakin— diperlukan demi ke-
berhasilan pembangunan nasional meng-
hadapi berbagai tantangan di masa men-
datang.

Secara historis, munculnya peng-
usaha klien ini sesungguhnyadalam jangka
panjang merupakan unintended conse-
quence dari kebijakan ekonpmi antiko-
lonial pada periode awal kemerdekaan,
dan juga kebijakan ekonomi sosialisme
ala Indonesia pada masa Demokrasi Ter-
pimpin, serta dari kebijakan industriali-
sasi pro pertumbuhan pada masa-masa
awal Orde Baru. Pada awal kemerdckaan,
semangat antikolonial sangal mendominasi
orientasi yang nasionalistis dan sctiap ke-
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bijakan politik-ekonomi. Karena itu, se-
tiap kebijakan ekonomi diarahkan untuk
menggantikan perusahaan-perusahaan mi-
lik Belanda dengan perusahaan negara
{BUMN) atau perusahaan swasta pribumi.
Semangat antikclonial tersebut juga diba-
rengidengan persepsi yang bertujuan untuk
mematahkan dominasi dan monopoli etnis
Cina di berbagai sektor.

Struktur ekonomi pascakolottial yang
dualistik, dimana sektor moderen sepenuh-
nya dikuasai oleh orang asing dan kelom-
pek pribumi hanya bergerak di sektor tra-
disional, diatasi dengan kebijakan ekonomi
nasionalistik yang dikenal dengan nama
“Program Benteng”. Tujuan program ini
adalah untuk memberikan kontrol eksldusif
kepada golongan importir asli, agar dapat
menggantikan dominasi “Sepuluh Besar”
Belanda, melalui pemberian lisensi dan
konsesi. Namun karena berbagai sebab,
tujuan program tersebut tidak tercapai.
Bagian terbesar dari subsidi, kredit, konsesi
dan dana jatuh ke tangan pengusaha pri-
bumi yang lebih merupakan semacam
“makelar”; mereka menjual kembali fa-
silitas dari pemerintah itu ke tangan peng-
usaha Cina atau asing. Akhirnya Program
Benteng yang antikolonial itu menghasil-
kan dampak negatif berupa tumbuhnya
pengusaha klien.

Menurut Robison (1978), muncul-
nyapengusaha klien tidak dapat dikatakan
sebagai akibat samping dari Program
Benteng karena sesungguhnya kebijakan
ekonomi tersebut sebenarnya tidak
memiliki tujuan untuk meningkatkan bisnis
pribumi, namun dianggap oleh faksi-faksi
politik saat itu hanya sebagai "harta karun
kekuasaan”.

Seperti yang dikatakan Robison:

“They were not allocated 1o the asli
business community according to to pub-
licly formulated and economic criteriafor
eligibility, but were distributed to "busi-
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ness groupings™ on the basis of political
association. Consequently, the vast ma-
Jority of Benteng importers were political
clients rather than members of a preex-
isting asli merchant bourgeoisie.”

Selama periode Demokrasi Terpim-
pin, kebijakan ekonomi terutama diarahkan
untuk membangun sosialisme ala Indone-
sia dengan menghidupkan kembali tradisi
perusahaan negara, yang sebagian besar
merupakan warisan perusahaan Belanda
yang telah dinasionalisasikan sejak tahun
1957. Implementasi dari cita-cita sosialis-
me ala Indonesia ini ternyata tidak jelas.
Akibatnya, ekspansi perusahaan negara
tidak diarabkan untuk mencapai tujuan
sosialisme, tetapi justru menjadi sumber
patronase politik dan ekonomi. Banyak
dari perusahaan negara tersebut yang ber-
alih tangan ke aparat-birokrasi.

Gejala patronase bisnis muncul dari
Istana Presiden dan dari elit politik biro-
krasi, sehinggamunculnya fenomena peng-
usaha klien tetap tidak dapat dihindarkan.
Hanya saja, berbeda dengan era sebelum-
nya, pengusaha klien dalam eraDemokrasi
Terpimpin tidak muncul karena dampak
negalif kebijakan pemerintah untuk mem-
perkuat pribumi, tetapi sebaliknya muncul
sebagai akibat dari upaya pemerintah untuk
memperoleh pendapatan dengan jalan ¢
memeras sektor swasta (Muhaimin, 1990).

Pada masa Orde Baru, semangat anti-
kolonial tidak lagi menjadi orientasi
ideologis, karema tantangan-tantangan
internasional dan domestik baru, sebagai
akibat dari kegagalan kebijakan ekonormni
periode sebelumnya. Namun setidaknya
sampat awal tahun 1980, kebijaksanaan
ekonomi juga tidak bisa menghindarkan
munculoya dampak yang berupa mun-
culnya pengusaha-pengusaha klien.
Perkembangan kewira-swastaan yang
tidak cepat waktu itu disebabkan oleh
beberapa faktor. Pertama, kekuatan struk-
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tural pengusaha Cina pada masa sebelum-
nya begitu kuat, sehingga ketika UU
PMDN 1968 diterapkan maka sebagian
besar dimanfaatkan oleh pengusaha Cina.
Kedua, banyak perusahaan pribumi yang
didirikan dengan menggunakan pola Ali-
Baba, dimana justru mitra pengusaha Cina
yang berperan besar dalam aktivitas bisnis
semacam itu. !

Oleh karena fenomena pengusaha
klien tidak dapat dilepaskan dari konfi-
gurasi politik yang melingkupinya, maka
sebagian besar pengusaha jenis ini tidak
dapat berkembang. Terdapatbeberapa alas-
an mengapapengusahaklien ini tidak dapat
berkembang. Pertama, sebagian besarkon-
sesi secara riil telah jatuh ke tangan peng-
usaha asing atau ke tangan pengusaha Cina.
Kedua, sebagian besar pengusaha Klien
lebih suka menjadi makelar konsesi dari-
pada menggunakannya sebagai kapital
untuk mengembangkan usaha. Ketiga, hu-
bungan antara birokrasi atau penguasa
sebagai patrondan para pengusaha pribumi
sebagai klien bersifat sangat personal, se-
hingga pola hubungan ini sangat rentan
terhadap perubahan politik. Kebanyakan
pengusaha klien asli akan segera bangkrut
apabila patron mereka kehilangan keku-
asaan. Ini berbeda dengan sebagian peng-
usaha klien Cina yang memiliki hubungan
ekonomis dengan modal internasional yang
menyebabkan mereka lebih independen
dan dapat mengembangkan diri lebih dina-
mis walaupun hubungan dengan elit biro-
krasi terputus (Nono Makarim, Robinson,
C. Geertz).

Dalam masa Orde Baru, pengertian
pengusaha klien asli dan pengusaha klien

Cina tidak lagi tajam karena gagasan-ga-
gasan lama mengenai konflik kelompok
ekonemi —yang embedded dengan kon-
flik etnik karena dominasi Cina dalam
kegiatan bisnis nasional— dihindarkan.
Upaya untuk mengatasi hal ini adalah de-
ngan memperkenalkan konsep “pengusaha
nasional”, yang tidak lagi membedakan
pengertian etnis. Seperti yang dikatakan
Yoon Hwan Shin (1989: 291):
“theideological efforts to create and main-
tainastable capitalist systemare succintly
expressed in one concept, “pengusaha
nasional” (national entrepreneur) which
is replacing previously popular, racial
termstodesignate businessmen belonging
to different social and economic groups.
Thestressis onimported word “nasional”,
which is antithetical to asli or pribumi”,
Meskipun demikian, isu politik me-
ngenai pengusaha klien, terutama dalam
konteks konflik kepentingan ekonomi anta-
rapengusaha “‘mandiri” dengan pengusaha
klien yang bekerjasama dengan pengusaha
Cina, tetap ada di bawah permukaan
(Schwarz, 1994: 98-132). Artinya, feno-
mena ini harus dicermati dengan baik
dalam melihat hubungan antara penguasa
dan pengusaha di Indonesia, agar kemung-
kinandampak politik ekonomi yang negatif
di masa mendatang dapat dihindarkan.
Uraian historis tersebut memperlihat-
kan bahwa pengusaha klien merupakan
fenomena yang terus-menerus ada pada
beberapa periode yang berbeda-beda. Se-
cara teoretik, terdapat berbagai perspektif,
konsep, pendekatan, dan teori untuk men-
Jjelaskanfenomenaini. Artikel ini berusaha
melihat berbagai eksplanasi teorctis me-

' Dalam rangka PMDN tahun 1980 dari keselurahan modal Rp 1,4 miliar di scktor swasta, sekitar 26,95
persen dikuasi Cina. Persentase pribumi hanya 11,20 persen sedangkan BUMN kebagian 58,75 persen. Perlu
dicatat bahwa angka untuk pribumi belum memperhitungkan adanya perusahaan Ali-Baba. Liha, lchisar
Pendaftaran Perusahaan Perdagangan dan Gudang/ruang, (Jakarta: Depdagkop) 9 Oktober 198().
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ngenai kemunculan pengusaha klien ter-
sebut. Di samping itu, secara ringkas juga
dilihat bagaimanakebijakan yang feasible
untuk mengatasi efek negatif dari peng-
uszhaklien pribumi, karena pengusaha ini
cukup lemah menghadapi perubahan po-
litik domestik dan perubahan internasional.

Patronase Melalui Birokrasi

Salah satu upaya teoretis untuk men-
jelaskan munculnya pengusaha klien ada-
lah dengan konsep neopatrimonialisme,
suatu konsep yang pertarna kali digunakan
oleh Max Weber. Dalam model Weber
tentang otoritas birokrasi patrimoenial, in-
dividu-individu dan golongan yang ber-
kuasa mengontrol kekuasaan dan oteritas
Jabatanuntuk kepentingan politik ekonomi
mereka. Dalam birokrasi patrimonial ini
para pejabat diangkat dan disaring atas
dasarkriteria penilaian pribadi dan politik.
Jabatan dianggap sebagai sumberkekayaan
dan keuntungan pejabat dan mereka ini
mengontrol fungsi politik dan administratif
karena tidak ada pemisahan yang jelas
antara sarana produksi dan sarana adrninis-
trasi, dan di samping itu setiap tindakan
- hampirsenantiasa diarahkan oleh hubung-

an pribadi dan politik (Eisentadt, 1973:5;
Crouch, 1979:571-87; Weber, 1965:329-
58).

Menurut Weber, dalam jangkapendek
sifat birokrasi patrimonial tersebut sesung-
guhnya tidak merugikan proses permba-
ngunan ckonomi. Para pengusaha dan pe-
milik modal akan memperolehketenangan
yang diperlukan dengan caramenempatkan
diri di bawah perlindungan patron mereka
dalam birokrasi. Proses ini akan men-
ciptakan sumberdaya yang tersedia men-
jadi bertambah besar bagi patron, yang
berarti juga akan memperkuat lagi kedu-
dukan politiknya dan sekaligus mem-
perkuat kemamipuannya antuk melidungi
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klien. Namun menurut Weber, dalam
jangka panjang sifat ini sangat mungkin
akan berubah menjadi destruktif, terutama
karena adanya konflik antara kepentingan
sistern kapitalis industri dengan gaya peme-
rintahan yang patrimonial. Kebutuhan
kapitalisme industri akan adanya kesinam-
bungan, kepercayaan serta law enforce-
ment dan obyektifitas tatanan hukum, di
samping kebutuhan akan adanya prosedur |
yang rasional, bertentangan dengan pen-
dekatan personal yang dikembangkan oleh
birokrasi patrimonial {(Weber, 1968:1095).

Pandangan tentang birokrasi patri-
rmonialini jugadiperkuatoleh suatu konsep
kebudayaan politik Indonesia yang berakar
pada kebudayaan di beberapa masyarakat.
Pola umum dati kebudayaan ini adalah
suatn bentuk otoritas yang paternalistik,
dalam bentuk hubungan antara bapak dan
anak. Ikatan-ikatan kultural semacam ini
menjadi landasan pembentukan ikatan
politik {Jackson, 1971).

Pengusaha klien bisa muncul dalam
berbagai bertuk patronase politik. Polaini
dapat dilihat misalnya dalam penunjukan
kontraktor bagi proyek pemerintah, mono-
poli, konsesi, lisensi, serta perusahaan pa-
tungan antara swasta dengan BUMN.
Sebagai contoh, kemampuan anggaran pe-
merintah yang cukup kuat padatahun 1970-
an menghasilkan banyak proyek pemerin-
tah yang dapat dikerjakan oleh pengusaha
swasta, Pada saat itu banyak pengusaha
nasional yang kemudian mendirikan ber-
bagai perusahaan kontraktor. Perusahaan
semacam ini hanya memerlukan sedikit
sekali modal dan teknologi, tetapi memer-
lukan persyaratan yang khas, yaitu dengan
pejabat/birokrat yang memiliki kekuasaan
untuk memberikan proyek.

Pada tahun 1985, menurut ketua
HIPMI, sekitar 60 persen dari 5000 anggo-
tanya bergerak di bisnis kontraktor terse-
but. Pengusaha-pengusaha kontraktor ini
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tersebar di sekitar jaringan birokrat di
Departemen Pekerjaan Umum, Depar-
temen Pertahanan, Departemen Dalam
Negeri, Departemen Parpostel, Bulog,
Pertamina, Perumtel dan PLN. Menurut
studi Kadin, jumlah kontraktor yang ter-
dapat dalam “Daftar Rekanan Mampu”
melonjak dari 23.000 pada tahun 1981
menjadi 52.000 pada tahun 1985 (Shin,
1989: 277).

Negara, Pengusaha
dan Masyarakat

Munculnyapengusahaklienjuga dite-
rangkan oleh teori yang berbicara tentang
struktur negara (state structure), terutama
konsep mengenai negara produksionis.
Munculnya pengusaha klien tidak lepas
dari penguatan negara, pada masa Orde
Baru, yang merupakan konsekuensi dari
proses konflik sosial, ekonomi dan politik.
Menurut Robison (1985), penguatan ne-
gara Orde Baru setidaknya disebabkan
oleh tiga faktor.

Pertama, lemahnya kelas-kelas so-
sial, terutama tidak adanya suatu golong-
an pengusaha nasional yang relatif kuat.
Kelemahan pengusaha nasional ini sudah
mulai kelihatan sejak tahun 1930-an, ketika
pengusaha-pengusaha pribumi muslim
mulai tidak bisa bersaing dengan peng-
usaha Cina dan pengusaha asing. Hal ini
disebabkan karena kekuatan ekonomi tidak
lagi terpusat pada kegiatan perdagangan
melainkan juga pada kegiatan yang
membutuhkan investasi modal. Hal ini
berkembang sampai padamasa pascakolo-
nial.

Pada tahun 1950 sampai 1965 dapat
dikatakan bahwa negara beroperasi pada
suatu kondisi dimana golongan-golongan
sosial ekonomi tidak memiliki kekuatan
yang diperlukan. Elemen penting dari per-
kembangan kapitalisme padasaatituhanya

terletak pada sekelompok kecil elit politik
dan pejabat negara yang kemudian ber-
hubungan dengan masalah-masalah eko-
nomi. Implikasi penting dari lemahnya
struktur sosial tersebutadalah ketidakmam-
puan untuk berinteraksi dengan negara.
Tidak adasatu kelompok sosial yang dapat
berinteraksi secara dinamis dengan otori-
tas negara, baik secara instrumental mau-
pun fungsional-struktural. Akibatnya ada
semacam ketidak-seimbangan dalam pro-
ses interaksi antara negara dengan kelom-
pok-kelompok masyarakat.

Kedua, menguatnya negara juga
diakibatkan oleh gagalnya kebijakan
industrialisasi substitusiimpor. Kebijakan
ini sesungguhnya ditujukan untuk meng-
gantikan posisiekonomi Belanda danlain-
lain agar dapat diisi oleh pengusaha-peng-
usaha pribumi. Namun kebijakan tersebut
pada masa itu tidak berhasil menciptakan
pengusaha yang memiliki kemandirian
yang relatif dan kuat. Kegagalan industri-
alisasi substitusi impor disebabkan oleh
beberapa alasan, seperti yang telah diurai-
kan sebelumnya dalam sejarah terbentuk-
nyapengusahakliénpadamasaOrdeBaru.

Ketiga, gagalnya gerakan -gerakan
penguat kelompok sosial tertentu, seperti
pedagang, petani, dan buruh. Kegagalan
usaha ini terutama disebabkan karena ben-
turan ideologis dan kepentingan yang
sangat kompleks dalam masyarakat. Sekali
lagi, kondisi seperti ini merupakan faktor
yang cukup menentukan mengapa tidak
tercipta interaksi yang dinamis antara
negara dengan masyarakat.

Oleh karena kelemahan-kelemahan
kelompoksosialitu,makanegaraberfungsi
sebagai investor dan pemberi dana dan
sekaligus juga pembuat kebijakan yang
penting untuk menciptakan proses aku-
mulasi modal dan memacu perkembangan
bisnis swasta. Sumber modal utamanegara
pada waktu itu berasal dari ekspor minyak
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dan bantuan asing. Oleh karena itu negara
dapat menyalurkan modal ini melalui bank-
bank pemerintah. Pemerintah juga meng-
ambil bagian dalam kehidupan ekonomi
melalui pembentukan BUMN. BUMN ini
dapat berbentuk perusahaan yang bergerak
dibidang perbankan dan keuangan, migas,
konstruksi, produksi, dan bahkan jugadis-
tribusi. Dalam masa Orde Baru, kekuatan
negara ini terlihat sangat menonjol, ter-
utama karena memang negara berfungsi
sebagai institusi yang menggerakkan pem-
bangunan, sehingga peran-serta atau
intervensi bukan saja perlu tetapi bersifat
imperatif agar tujuan industrialisasi
berhasil.

Selain karena lemahnya golongan
sosial-ekonorni dalam masyarakat, peranan
negara dalam proses pembangunan cko-
nomi juga didukung oleh adanya pan-
dangan yang menganggap bahwa pem-
bangunan ekonomi hanya efektif biladija-
lankan oleh negara yang stabil, kuat dan
sentralistis-otoritatif. Alasan pertama ter-
letak pada adanya kapasitas suatu negara

atau pemerintahan dalam menjalankan ke- .

bijakan pembangunan secara efektif. Me-
nurut pandangan ini, kekuasaan negara
dan pemerintahan yang terpusat dalam
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sistem yang efektif akan memberikan
kapasitas politik yang sangat besar untuk
mengimplementasikan perencanaan pem-
bangunan dan sekaligus dapat terhindar
dari tuntutan pluralistik. Dengan iklim
politik vang demikian, maka negara akan
dapat memusatkan diri pada promosi inves-
tasi.

Menurutpemikiranini, jikakelompok
masyarakat terlalu kuat secara tidak seim-
bang, maka pembangunan akan sangatren-
tan terhadap tuntutan konsumsi jangka
pendek akibat kebebasan dan pluralitas
politik, Tuntutan dankepentingan ekonomi
politik jangka pendek dari berbagai ke-
lompok akan menyebabkan kebijakan
ekonomi nasional bérubah menjadi dis-
tributive political game yang akan meru-
gikan tujuan-tujuan jangka panjang pemba-
ngunan ekonomi. Akibatnya, terjadi distri-
busi pendapatan nasional yang tidak mera-
ta, peningkatan konsumsi, penurunan in-
vestasi, serta pembengkakan anggaran
negara yang bermuara pada krisis politik
dan ekonomi nasional.

Selain itu, kuatnya negara juga didu-
kung oleh asumsi bahwa institusi negara
memiliki hak istimewa dalam menciptakan
apa yang sering disebut scbhagai “rente

(Pasal 3 (1} huruf o p1 q)

kup kekuasaannya

dan sifat kepemilikan ith sedemikian Tupa

o. Seiap pegawai neger sipil (PNS) dilarang
memiliki -saham/modal dalam perusahaan®
yang kegiatan usahanya berada dalam lmg-§ Do pen

P. PNS dilarang mermlﬂu saham suatu perusa-"? L
haan yang kegiatannya tidak berada dalam’
mang hngkupkekuasaa:mya yang Jumlahnya )

" sehingga melalm pemﬂlkan saham' tersebut

 KUTIPAN SALAH SATU PASAL' o. 30/1980

s dapat Iangsung -atai: nda.k langsung.‘
: menentukkan penyelenggaraan atan jalannya-

0" SeuapPNSdﬂarangmelakukankeglamnusaha '
“.-dagang | bmk secam resm1 maupun sambxlan‘

ISSN: 6853 - 7646




Muhaintin, Hubungan Penguasa-Pengusaha ..,

ekonomi” (state-created rents), baik dalam
bentuk subsidi, insentif maupun proteksi.
Negara perlu menciptakan rente ekonomi
secara fungsional yang merupakan enter-
preneurial profitsebagai imbalan atas ber-
bagai kesulitan yang dialami oleh pihak
swasta dalam menerapkan inovasi tekno-
logi atau menjalankan mekanisme organi-
sasiekonomi yang baru. Oleh karena keun-
tungan kompetitif pada tahap awal hanya
dapat diraih dengan cara mengimpor tekno-
logi dan kemudian mengembangkannya
sesuai dengan kondisi domestik, maka se-
tiap proses industrialisasi yang berproses
Tambat ({ate industrialization) memerlukan
kegiatan bisnis yang berisiko tinggi.
Dalam hal ini, mekanisme pasarbiasa-
nya tidak mampu memberikan jaminan
risiko yang optimal, sehingga diperlukan
perlindungan negara yang memadai agar
dunia usaha tetap dapat menjalankan ke-
giatan produktif yang sejalan dengan
kepentingan-kepentingan industrialisasi
yang kompetitif. Pada masa sebelum di-
jalankannya kebijakan orientasi ekspor,
kebanyakan perusahaan swasta merupakan
perusahaan yang kecil seria risk-adverse.
Ketika strategi orientasi ekspor dijalankan,
konsekuensinya akan memerlukan lebih
banyak modal dan teknologi dan sekaligus
berhadapan dengan ketidakpastian returns
on investment. Perusahaan swasta tidak
akan mengambil risiko tersebut tanpa ada-
nya insentif kebijakan yang memadai dari
negara. Dalam kondisi ini, intervensi
negara ditujukan untuk melengkapi atau
mengubah insentif pasar dalam rangka
mencapai tujuan industrialisasi.
Olehkarena itu, industrialisasi sangat
memerlukan intervensi negara ke dalam
ekonominasional. Akibatnya, otoritas ne-
gara yang kuat harus juga bisa diterjemah-
kan ke dalam kebijakan pemerintah. De-
ngan kata lain, untuk mencapai posisi ne-
gara yang Kuat, maka pemerintah juga

harus kuat, terkoordinasikan secara relatif
baik dan bisa meiepaskandiri dari tuntutan-
tuntutan masyarakat yang tidak perlu.
Pemerintah harus mengambil peranan
“dirigen" yaitu sebagai “komandan” eko-
nomi agar proses industrialisasi berjalan
sesuai dengan target secara maksimal
sebagaimana direncanakan. Pilihan untuk
menciptakan pemerintah semacam ini,
tentu saja tidak akan diarahkan kepada
bentuk demokrasi baru yangrelatif kurang
stabil.

~ Munculnyapengusahaklien sebenar-
nyajugadapat ditelusuri dari proses peran-
serta negara yang seringkali benisiko me-
lahirkan distorsi. Walaupun secara teoretis
rente ekonomi dianggap dapat melakukan
koreksi terhadap kelemahan mekanisme
pasar, tetapi perlu dicatat juga bahwa ke-
mampuan koreksi negara tersebut tidak
jarang justrumenimbulkan dampak negatif
berupa distorsi pasar. Munculnya distorsi
ini disebabkan oleh beberapa kemungkin-
an. Pertama, dalam menentukan siapa yang
berhak mendapatkanrente ekonomi, nega-
rabisasajamelakukan kesalahan kebijakan
karenatidak selalu bisamemperoleh infor-
mnasi yang cukup dan akurat. Panjangnya
rantai birokrasi dan kemungkinan masuk-
nyakepentingan internal birokrasi menye-
babkan proses untuk memperoleh rente
ekonemi tidak kompetitif. Kelompok
bisnis yang memiliki jaringan dekatdengan
kekuasaan selalu dimungkinkan akan
memperoleh rente terbanyak.

Kedua, rente ckonomi justru membe-
rikan peluang terciptanya kondisi yang
disebut sebagai social waste, yaiw per-
ubahan orientasi aktivitas usahadari scktor
yang secara sosial produktif menujusektor
yang tidak produktif, karcna kemudahan
memperoleh keuntungan akibat proteksi.
Selain ity, disorientasi semacam ini dapat
terjadi karena keuntungan dari sckior non-
produktif tersebut digunakan untuk menu-
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tup besarnya ““biaya transaksi” guna mem-
peroleh rente ekonomi. Dalam konteks
ini, masyarakat konsumen nasional meru-
pakan pihak yang pertama-tama tidak diun-

Muhaimin, Hubungan Penguasa-Pengusaha ..,

Ketiga, terdapat diktum bahwakekali
rente ekonomi diberikan oleh negara ke-
pada suatu kelompok, maka tidak dapat
dengan mudahdicabut begitu saja. Adanya

tungkan. tarik-menarik kepentingan politik antara
30 Perusahaan Keluarga Pejabat
No.  Pemilik Kelompok Usaha ' Jumizh  Total Aset
T ‘ : Perusahaan - -
1. Adi Potera Tahir Pelindo 4 -
2. Adiguna Sutowo Nugra Santana 36 Rpl1.15 trliun
3. Als Anantama Said ASR Production - -
4. Amri Hassan Hotel Singken Bali - -
5. Eddy Alamsyah R, Perwira Panangan Ratu 14 Rp!10 miliar
6. Amie Arifin & Keluarga Arifin 34 Rpl6] miliar
7. Bambang Atmanto Wiyogo Kuningan Persada 11 -
8. Bambang Riyadi Soegomo Kresna Duta 29 Rp360 miliar
9. Bambang Trihatmojo Bimantara 26 Rpl,23 triliun

10.  Chris Kanter Unggul Cipta Trans - Rp100 miliar

11.  Endang Utari Mokodompit Aditarina 11 Rp106 miliar

12.  Erlangga Hartarto Gamala 10 -

13, Gunadharma Hartarto - 2 -

14.  Hashim Djojchadikusumo Era Persada 14 Rp313 miliar
Hashim Djojohadikusumo Tirtamas Majutama 4 Rp484 miliar
Bashim D & Siti Hediati Aditya 15 Rp410 miliar

15.  Haryogi Maulani Balisani 14 Rp!12 miliar

16.  Hutomo Mandala Putra Humpuss 57 Rpl,I trliun

17.  Trvan Gading Gading Mandala Utama 15 Rp325 miliar

18,  Isfan Fadjar Satrio IFS - -

19.  Lucky Ali Moerfigin Radio Fernale l -

20. Mas Isman (Alm.) Kosgoro - -

21, M. Tachrif Sapi'e Bimantara 26 Rpl,23 triliun

22, Mustain Sadzali Medco 15 Rp93 miliar

23, Ponco Sutowo Nugra Santana 36 RpL,15 inljun

24, Ria Prawiro Kariza - -

25. Ralig Radinal Artyasa 6 -

26.  Sigit Harjojudanto Arseto 12 Rp96 miliar

27.  Siti Hediati H Prabowo Datam 35 Rp225 miliar

28, S8iti Hardiyanti Rukmana Citra Lamtorogung 63 Rp400 miliar

29.  Tantyo AP Sudharmono Manggala 51 Rp75 miliar

30. Al Witono dan MS Hidayat Puteraco 14 Rp500 miliar

Sumber: Warta Ekonomi No. 09 TH. VII/24 Juli 1995
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swasta dengan negara dalam bentuk “ko-
lusi” atau favoritisme politik merupakan
beberapakendala yang menghambat efek-
tifitas implementasi proteksi sebagai sarana
menuju produktivitas yang kompetitif.
Keempat, proses pemberianrenteeko-
nomi sebenarnyadidasarkan asumsi bahwa
negara harus memiliki kemandirian relatif
terhadap berbagai tuntutan kepentingan
dari kelompok-kelompok bisnis. Struktur
negara harus menunjukkan tingkat otonorni
relatif yang cukup tinggi, sehingga negara
tetap bisa menjalankan kebijakan-kebi-
jakan yang berjangka panjang dan tidak
tergoda olehtekanan-tekanan kepentingan
jangka pendek yang pada akhirnya justru
mengorbankan kepentingan jangka pan-
Jjang. Namundalam beberapahal, biasanya
cukup sulituntuk memisahkan secarategas
antara kepentingan negara dengan kepen-
tingan “aparat negara”, sehingga kepen-
tingan semacam inilah yang akan meng-

‘hasilkan pengusaha klien. Dengan kata

lain, épabila terjadi distorsi ekonomi, maka
negara "dirigenisrme" akan cenderung
menghasilkan pengusahaklien yang keba-
nyakan merupakan pencari rente.

Simpulan

Uraian di atas memperlihatkan bukti
bahwa munculnya pengusaha klien sebe-
narmyamerupakan “efek sampingan” yang
dapatmerugikan. Masalahnya, bagaimana
kebijakan yang dapat membatasi kemung-
kinan lahirnya pengusaha klien yang
“statis” dan sekaligus memberikan peluang
menciptakan pengusaha yang dinamis,
mandiri dan memiliki jiwa kewiraswas-
taan.

Pertama, menciptakan suatu birokrasi
yang bersih dan berfungsinyahukum yang
rasional (seperti yang dimodelkan oleh
Weber). Sebuah penelitian Minxin Pei
(1994) yang membandingkan negara

“macan Asia” (Korsel, Taiwan, Hongkong
dan Singapura) dengan “‘calon” negara
industri baru tahap berikutnya (Thailand,
Cina, Vietnam dan untuk sebagian juga
Laos dan Myanmar), membuktikan bahwa
tingkat keberhasilan kebijakan industriali-
sasi ditentukan oleh kualitas pemerintah
dan birokrasi dalam menjalankan kebi-
jakannya. Singapura, Taiwan dan Korsel
berhasil mengembangkan birokrasi yang
bersih dan efekiif. Oleh karenanya, biro-
krasi merupakan instrumen pembangunan
yang sangat ampuh untuk menjalankan
kebijakan secara terpadu. Sebaliknya di
Vietnam dan Cina, misalnya, birokrasi
Justrumenjadi beban politik ekonomj yang
menyebabkan terjadinya ekonomi biaya
tinggi.

Kedua, mengembangkan kelompok
bisnis yang disebut sebagai “masyarakat
wiraswasta” (enterpreneurial society).
Mereka adalah aktorekonomi swastayang
mengontrol sejumlah besar modal, me-
nguasai informasi dan keahlian bisnis, serta
kemudian juga berusaha mengkoordina-
sikan kegiatan mereka melalui aliansi for-
mal dan informal, baik di antara mereka
sendiri maupun dengan pemerintah. Ke-
lompok ini bisa mengembangkan civic
market competence, yaitu kemampuan
untuk menanggapi perubahan pasar inter-
nasional, memiliki keahlian dalam mem-
proses informasi ekonomi, serta memo-
bilisasikan sumberdaya ekonomi.

Keempat, perlu dijalankan kebijakan
demokratisasi politik yang lebih luas se-
iring dengan pembangunan ekonomi,
Secara hipotesis, demokratisasi politik
merupakan strategi yang ampuh untuk
menjamin keberhasilan pembangunan
ekonomi, karena pluralisme politik dapat
menciptakan informasi ekonomi secara
lebih baik. Institusi demokrasi juga akan
dapat mereduksi “biaya transaksi” akibat
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pemberian rente ekonomi dan sekaligus
bisa mencegah pemborosan sumberdaya
masyarakat. Suatu pemerintahan yang de-
mokratis akan selalu berupaya memper-
tanggungjawabkan kebijakan ekonomi
bagi masyarakat banyak, oleh karena itu
harus sedapat mungkin menghindarkan
diri dari kerugian politik akibat adanya
kesalahan kebijakan.

Studi empirik terhadap 82 negara
antara tahun 1980 sampai 1987 juga mem-
perlihatkan bahwa demockrasi menyum-
bang efek positif terhadap pertumbuhan
ekonomi. Sedangkan studi serupa setelah
tahun 1987 memperlihatkan bahwa peme-
rintahan demokratis memiliki kinerja
ekonomi yang lebih baik daripada rejim
otoritatif. Bahkan, dalam menghadapi re-
sesi ekonomi pada tahun 1980-an, peme-
rintahan yang demokratis memiliki keta-
hanan ekonomi yang lebih baik daripada
pemerintahan non-demokratis (Maravall,
1994), Hal ini disebabkan karena kemun-
duran ekonomi selama petiode resesi tidak
menimbulkan gejolak politik, karena
kepercayaan masyarakat yang kuat terha-
dap kebijakan pemerintah. Kondisi seba-
liknya terjadi di Brasil, Argentina, Peru,
Haiti, Filipina (selama pemerintahan Mar-
cos), Uganda, Zambia yang merupakan
beberapa negara sentralistne otoritatif yang
menderita kemunduran ekonomi sangat
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